BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan perubahan terakhir melalui
Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 mendorong perubahan paradigma para
pelaku pengadaan yang disalamnya untuk menciptakan Value for Money,
menciptakan inovasi pengadaan, serta mengembangkan keilmuan pengadaan
untuk pengadaan barang / jasa yang berkelanjutan. Salah satu amanat Perpres
untuk mewujudkannya adalah pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa
(UKPBJ) yang menjadi pusat keunggulan pengadaan (Procurement Center of
Excellent). UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan adalah unit kerja yang
memiliki karakteristik strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan
mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong
dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa

di Indonesia.

Salah satu cara untuk memastikan adanya perbaikan yang berkelanjutan adalah
dengan menerapkan model tingkat kematangan yang menjadi alat ukur perbaikan
yang telah dilakukan sekaligus sebagai panduan bagi UKPBJ dalam upaya perbaikan
berikutnya. Kematangan organisasi pengadaan merupakan salah satu indikator
keberhasilan dalam pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah
yang efisien dan bebas korupsi. Kematangan organisasi pengadaan merupakan
salah satu agenda dalam rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan

korupsi sesuai dengan Inpres No. 7 Tahun 2015 dan Inpres No. 10 Tahun 2016.

Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ)

berdasarkan model tersebut terdiri dari 4 domain dan 9 variabel meliputi:

1. Domain Proses, yang mencakup variabel: Manajemen Pengadaan, Manajemen
Penyedia, manajemen Kinerja, dan Manajemen Risiko,
2. Domain Kelembagaan, yang mencakup variabel: Pengorganisasian, dan

Tugas/Fungsi,



3. Domain Sumber Daya Manusia, yang mencakup variabel: Perencanaan, dan
Pengembangan,

4. Domain Sistem Informasi, dengan variabel: Sistem Informasi.

Ukuran kematangan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa
yang dilakukan secara berjenjang melalui 5 (lima) tingkat kematangan UKPBJ, yang

terdiri dari :

1. Inisiasi, yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan dengan
bentuk yang masih ad-hoc dan belum merefleksikan keutuhan perluasan
fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ).

2. Esensi, yaitu UKPBJ yang memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses
pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi
antar pelaku proses PBJ yang efektif.

3. Proaktif, yaitu UKPBJ yang menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi pada
pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi
perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal.

4, Strategis, yaitu UKPBJ yang melakukan pengelolaan pengadaan inovatif,
terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.

5. Unggul, yaitu UKPBJ yang senantiasa melakukan penciptaan nilai tambah dan
penerapan praktik terbaik PBJ yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan

dan mentor untuk UKPBJ lainnya.

Target setiap UKPBJ adalah mencapai tingkat kematangan level 3 yaitu PROAKTIF
untuk dapat disebut sebagai UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan pengadaan

(Procurement Center of Excellence).

Hal ini juga sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang
tertuang dalam Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi. Berupa arah kebijakan Nasional yang memuat fokus dan sasaran
pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L/Pemda dan Pemangku
Kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Dimana salah satu ukuran keberhasilannya adalah tercapainya tingkat



kematangan UKPBJ minimal level 3 (Level Proaktif) di 100 K/L/Pemda (34 Provinsi,
12 K/L dan 54 Kabupaten/Kota).

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Peraturan Pengadaan barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 30 ayat (4) , Bagi UKPBJ pada Pemerintah
Provinsi yang telah paling kurang mencapai tingkat kematangan UKPBJ Proaktif
wajib menjadi UKPBJ Pembina bagi UKPBJ pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di
wilayahnya, maka UKPBJ Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini merupakan UKPBJ
Pembina terhadap UKPB Kab/ Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu perlu adanya perubahan tugas dan fungsi UKPBJ, maka penulis akan
melakukan penelitian model kematangan organisasi pengadaan dengan
pengukuran kematangan masing-masing UKPBJ di wilayah Provinsi Sumatera
Barat yang sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan

perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kematangan (maturity level) Kabupaten/Kota di
wilayah Provinsi Sumatera Barat kondisi eksisting.

2. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak tercapainya level Proaktif terhadap
UKPBJ Kab./ Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

3. Menganalisis langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tingkat

kematangan minimal level 3 Proaktif.

1.3 Batasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian dibatasi sebagai berikut:

1. Penelitian dalam rangka pengukuran tingkat kematangan (maturity level)
dilakukan terhadap seluruh UKPBJ Kabupaten/Kota yang berada di wilayah
Provinsi Sumatera Barat.

2. Penilaian kondisi eksisting kematangan UKPBJ dilakukan menggunakan

Indonesia Procurement Maturity Model (IPM2).



3. Pengkajian terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab pencapaian
variabel tingkat kematangan UKPBJ Provinsi Sumatera Barat belum proaktif
4. Penyusunan langkah UKPBJ Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pencapaian

kematangan level 3 proaktif.

1.4 Peneltian Terdahulu
Beberapa peneltian terdahulu mengenai pengukuran tingkat kematangan

organisasi dapat dilihat dibawah ini.

1. Peneltian yang dilakukan oleh | Gde Uma Darmapramita, | M. Alit K. Salain,
Mayun Nadiasa tahun 2015 mengenai Analisis Tingkat Kematangan (Maturity
Levels) Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Badung bahwa ada 3 (tiga) factor
yang berpengaruh terhadap tingkat kematangan ULP Kabupaten Badung yaitu
sinergitas dan budaya organisasi, sumber daya dan manajemen resiko, dan
pengembangan kinerja organisasi. Sedangkan posisi kematangan ULP
Kabupaten Badug saat penelitian ini dilakukan adalah tingkat compliance

2. Peneltian yang dilakukan oleh Zainal Arifin, Susatyo Nugroho WP tahun
mengenai Pengukuran Kinerja Pengadaan di Pemerintah Kota Semarang
menggunakan Procurement Maturity Model bahwa diperlukan pengukuran
kinerja pengadaan di Pemerintah Kota Semarang agar bisa diketahui kinerja
dari proses pengadaan yang terjadi. Banyaknya permasalahan yang terjadi
dalam pengadaan Pemerintah Kota diindikasikan sebagai kurangnya efektifitas
dan efisiensi pengadaan yang terjadi. Procurement maturity model (PMM)
merupakan instrument populer yang digunakan antara lain untuk menilai
tingkat kematangan entitas yang mendukung suatu organisasi dan mengambil
tindakan agar entitas tersebut dapat mencapai tingkat kematangan yang lebih
tinggi

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Nurul llahiyyah, Darminto Pujotomo,
Sriyanto tahun mengenai Pengukuran Kinerja Pengadaan Barang/Jasa dengan
Menggunakan Indonesia Procurement Maturity Model di Unit Layanan
Pengadaan Universitas Diponegoro yang memberikan keimpulan bahwa

Indonesia Procurement Maturity Model (IPM2) adalah salah satu instrumen



pengukuran tingkat kematangan yang ditetapkan oleh LKPP (Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) melalui bidang pengembangan
dan pembinaan sumber daya manusia sebagai langkah pendampingan kepada
ULP untuk melakukan penilaian diri terhadap tingkat kematangannya. Setelah
dilakukan pengukuran tingkat kematangan maka dapat dilihat di variabel mana

yang kira-kira dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja.
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